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Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas

Sosial Kabupaten Bantul Tahun
2022

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul,

sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

l. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian lntem Pemerintah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

d. Surat Perintah Tugas lnspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor

64PKPT nO23 tanggal 2l Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemeintah (SAKIP) Perangkat

Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
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2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah,

termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi
yang dilaksanakan dalam Engka mempercepat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, untuk mewuiudkan pemerintahan yang bersih

dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerErpan AKIP pada

Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKlp,
diharapkan dapat mendorong setiap perangkat Daerah untuk

berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan

AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah

direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) perangkat

Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut

dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP perangkat

Daerah;

2. Menilai tingkal implementasi SAKIP perangkat Daerah: dan

3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi

SAKIP

tl. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap

perencanaan strategis, termasuk didalamnya peianiian kineria dan

system pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan
pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan

kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKlp ini, metodologi yang

digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

dokumen, klarifikasi, dan selaniutnya dilakukan analisis dalam rangka

memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah

ditetapkan.
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6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
fahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas,

fungsi dana tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 fahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas;

b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang

sosial:

c. perumusan kebuakan teknis sosial;

d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan

bantuan sosial, penanganan fakir miskln dan pemberdayaan

perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat

e. pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan /
nonperizinan di bidang sosial;

f. pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra keria di

bidang sosial;

g. pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;

h. pengoordinasian, pembinaan, pengav\rasan dan pengendalian

penyelenggaraan urusan sosial;

i. pengoordinasian tugas dan fungsi Satuan Organisasi Dinas;
j. pelaksanaan kegiatan kesekrctariatan Dinas:

k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem

pengendalian intemal pemerintah, hukum, organisasl,

ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya

pemerintahan pada Dinas;

l. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan

fungsional pada Dinas;

m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
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n. pengoodinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian,

evaluasi dan penwsunan laporan pelaksanaan fugas dan fungsi

Dinas; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugas Dinas.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantut terdiri

atas:

1 . Kepala Dinas: Gunarlran Budi Santoso, S Sos., MH

2. Sekretaris: Saryadi, S.lP, M.Si.

- Subbagian Program dan Keuangan: Raden Rara Prameswari

Nalaningsih, S.Psi

- Subbagian Umum dan Kepegauraian: Siti Nurhayati, S.lP

3. Bidang Rehabilitasi Sosial: Tatik Vvindari, S.Sos., M.S.E

- Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan

Laniut Usia: Linangkung Herawati, S.E.

- Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya: Nitakrit

Rumantiningsih

4. Bidang Pedindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin: Lestari Hardyaningsih, MM

- Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial: Jazim Ahmadi,

S.Sos., M.H.

- Seksi Penanganan Fakir Miskin: Tri Galih Prasetya,

S.Kep.Ns,MPA

5. Bidang Pemberdayaan Sosial: Toto Pamudji Rahardjo, A.KS

- Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan ,Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat: Safrudin Ansori, SST

- Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial: Deddy Ahmad

Jabir, M.PA

6. UPTD; dan

7. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum lmplementasi AKIP Perangkat Daerah

lmplementasi AKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat

digambarkan sebagai berikut:

a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul

telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah
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dan jangka pendek, serta dokumen perenetnaan anggaran yang

mendukung kineria.

b. Pada aspek pengukuran kineria, telah terdapat De{inisi

Operasional yang ielas atas kinerja dan cara mengukur indikator

knerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta

dilakukan secara berkala.

c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul

telah menwsun dokumen Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah

(LKjlP), memformalkan.

d- Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan

evaluasi akuntabilitas kinerla internal secara berjenjang yang

melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka

peningkatan manajemen kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul

telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka pengendalian

dan evaluasi kiner,a instansi. Dalam pengelolaan sumber daya

manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN sebagai sarana

pengisian capaian kineria pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya,

Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Pada lahun 2022 dilakukan reviu terhadap dokumen Rencana

strategis Perangkat daerah, dalam reviu tersebut Dinas Sosial

membenahi Indikator kinerja agar pengukuran kineria bisa lebih

jelas menggambarkan tugas pokok setiap jabatan dan bisa

mendorong peningkatan kinerja

- Dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 sudah

memunculkan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya

di Bab. lll. Evaluasi kinerja

- Melakukan evaluasi kinerja di setiap jenjang jabatan dengan

menggunakan aplikasi esakip ROPK selanjutnya akan di

sinkronkan data di laporan kineria Dinas Sosial dengan di aplikasi

esakip ROPK

5



KomponenrSub
Komponen/Kriterla

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di

lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai

berikut:

1, Evaluasi atas Perencanaan Kineria

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,65

atau 85,510/6 dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai

berikut:

A

Nilal Akuntabilitas
KinerjaNo Bobot

TAHUN 2022
1 Perencanaan Kinerja 30,00 25,65

2 30,00 25,35

3 Pelaporan Kineria 15,00 12,11

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
lntemal

25,00 20,60

Nilai Akuntabilitas Kineria 83,75

No Komponen/Sub Komponen Bobot Nilai o/o

1. Perencanaan Kinerja

'l .a
Do kum en Pe ren canaan kine da
telah te6edia

30 25,65

5,40

85,51

6 90,00

1.b

Do ku m en P eren canaa n ki ne rja
telah memenuhi standar yang
baik, yaitu untuk mencapai hasil,
dengan ukunn kineia yang
SMART, menggunakan

o 7,69 85,45
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B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

l. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan

kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Sosial Kabupaten

Bantul memperoleh nilai sebesar 83,75. Nilai sebagaimana tersebut

di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen

manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja



No Komponen/Sub Komponen Bobot Nilai %

1.c
Pe re nc a n a a n K ne rj a tetah
di m anfaatkan u ntuk mewuj ud ka n
h asi I y a ng be *esi nambu nga n

15 12,56 83,75

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah terltedia

a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau
pedoman perencanaan berupa:

(1) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kineria lnstansi

Pemerintah;

(2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang

Tata Cara Perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah:

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun

2021 tentang Rencana pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2O21-ZO26i

(4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tenlang

Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam

Perencanaan, pengelolaan Keuangan Dan

Pengendalian Pembangunan Daerah.

b) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana

Slrategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis,

tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan
yang dikukuhkan dalam peraturan Bupati Bantul Nomor 73

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah

Taiun 2021-2O26; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022
tentang Perubahan Renstra perangkat Daerah Tahun

2021-2026.
,7
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c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD,

menyajikan tndikator Kinerja Utama (lKU), dan

menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi

hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan

cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan

Perjanjian Kineria;

e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran;

f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan haLhal
yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kineria Elah memenuhi standar
yang baik, yaitu untuk n encapai hasil, dengan ukunn
kineda Wng SftARli menggunakan penyetansan
(cascading) disetiap level secaE togis, serla
memperhatikan kinerja bid-ang lain (crcsscuffing)

a) Dinas Sosial telah menyusun Dokumen perencanaan

kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek

dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen

tersebut bisa diakses melalui website;

b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi

OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu

strategis organisasi;

c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan

suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai
(termasuk tingkatan yang standar, genenlty a@epted),

selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang

SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan

berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis:

d) lndikator Kinerja Utama (lKU) telah menggambarkan

kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara

berkelanjutan. IKU selaras dengan RpJMD, konhak

kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan

isu strategis yang berkembang serta keadaan yuang ingin

dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
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e) Setiap Dokumen Perencanaan Kineria menggambarkan

hubungan yang berkesinambungan, serta selaEs antara

Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan

(Cascading);

0 Setiap uniusatuan keria merumuskan dan menetapkan

Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perianjian

Kinerja;

g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan

Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan unfrrk

mewujudkan hasil yang berkesinambungan

a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun rencana

anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

b) AKivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kineria yang

ingin dicapai:

c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah

dicapai dengan baik, atau on the ight Uack:

No Komponen/Sub Komponen Bobot Nilai

2. Pengukuran Kinerja 30 25,35 84,50

2.a
PetBukunn Kneda telah
dilakukan

Pengukunn Knerja telah
menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kneda secan
Elektif dan Efisien dan telah
dilakukan secan berjenjang dan
bekelanjutan

6 5,40 90,00

90,002.b o 8,10

2.c

Pengukunn Knerja telah
dijadikan dasar dalam
pembeian Rewad dan
Punish ment, serta penyesuaian
sb'ategi dalam mencapai kinerja

15 11,85 79,00
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2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,35

atau 84,50o/o dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai

berikut:

o/o



No Komponen/Sub Komponen Bobot %

yang efektif dan efisien

Evaluasi lebih lanjut atas pengukuran Kaneria menunjukkan:

1) Pengukunn kinerja tetah ditakukan.

a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman
teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
berupa:

(1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas peraturan Bupati Bantul Nomor 6
fahun 2022 Tentang pedoman pemberian Tambahan
Penghasilan pegawai Bagi pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul;

(2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 2g Tahun 2O22
Perubahan atas peraturan Bupati Bantul Nomor 65
Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah.

b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan
cara mengukur indikator kinerja dan formulasi
penghitungan lKU.

c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan

data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan
SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web
Esakip-ROPK, Simrat dan StpD.

2) Pengukunn Kineda telah meniadi kebutuhan datam
mewujudkan Kineda secara Efekif dan Efisien dan tetah
dilakukan secara berjenjang dan berl<danjutan

a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Sosiat
Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung
capaian kinerja yang diharapkan.

b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
c) Pengumpulao data kinerja dan pengukuran capaian kinerja

telah memanfaatkan Teknologi lnformasi Esakip-RopK,
Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, StpD, Simrat
Simpersada dan Simas

10
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3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Rewatd dan punishment, serh penyesuaian stratqi datam
mencapai kinerje yang ef*tif dan efisien

a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul
telah menjadi dasar dalam penyesuaian
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan;

b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian
(re{ocusing) organisasi, penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai
kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan
penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan
Kinerja serta tertihat pada apliasi Simral dan esakip-
ROPK:

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,14 atau
80,95 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

Komponen/Sub Komponen BobotNo Nilai

80,95

3.a
yang menggamba*an Knetja

15

J

3. Pelaporan Kinerja

Tedapa t Dokumen Laponn

12,14

2,65 88,33

3.b

Elah meme nuhi Standar
me nggamb a fta n Kualitas a ta s
Pencapaian Kneda, infomasi
ke be rh as i la n/keg aga la n ki rc rj a
serta upaya

reft ai ka n/pe nye m pu ma a n nya

4,50

Dokumen Laporan Kineia

3,60 80,00

Pelaporan Kneda tetah
memberikan dampak yang
besar dalam Fnyesuaian
strategikebija ka n dal am
mencapai kinela berikuhya

7,50 5,89 78.57
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3.c

Evaluasi lebih lanjut atas pelaporan Kinerja menunjukkan:



1) Tedapat dokunan taporaa yang nrenggambarkan Kinetja
Dokumen Laporan Kineria telah disusun secara berkala dan
tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, namun
terdapat beberapa dokumen dengan keterangan tanggal
publikasikan di website Dinas Sosial 13 marct 2023.

2) Dokumen Lapnn Kineia tetah memenuhi Starrdar
menggamba*an KualiEs atas funcapakn Kinerja,
informasi keberhasitan/kegagalan kinerja set,a upaya
perbai ka n/pen yem pu maa n n ya
a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul

telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan
target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan
target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja tahun_tahun sebelumnya,
dokumen kiner,a namun Dinas Sosial belum
mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan
realiasi kineria di level nasional/intemasional (Benchmart
Kinerja), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas
capaian kineria beserta upaya nyata dan/atau
hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya
dalam mencapai kinerja;

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya
perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan
(Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaponn Kineda Elah memberikan dampak yang besar
dalam penyqsuaian stntqi/kebijaken
kinerja berikutnya

dalam mencapai

a) lnformasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian

utama pimpinan di Dinas SosialKabupaten Bantul;
b) lnformasi dalam laporan kinerja secara berkala telah

digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran
untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan
kinerja, dan penyesuaian perenelnaan kinerja yang akan
dihadapi berikutnya.
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4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal
Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal
memperoleh nilai 20,60 atau B2,4Oo/o dari bobot sebesar 25
dengan dncian sebagai berikut:

Evaluasi lebih laniut atas Akuntabilitas Kinerja lntemal
menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabititas Kineda tnbrnat tetah dileksanakan
a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

evaluasi akuntabilitas kinerja intemal pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah:

b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal telah dilaksanakan
secara berjenjang.

2) Evaluasi Akunbb itas Kineria tntemat Etah ditaksanakan
seca,a berkualitas dengan Sumber Daya yang memedai
a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lntemal telah dilaksanakan

sesuai standar;

b) Evaluasi Akuntabilitas Kineria lntemal telah dilaksanakan

oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi
informasi.

No Komponen/Sub Komponen Bobot Nilai %

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
25 20,60 82,10

4.a
Evaluasi Akuntabilitas Knerja
lntemal telah dilaksanakan 5 4,50 90,00

4.b

Evaluasi Akuntabilitas Knerji
lnEmal Elah dilaksanakan secarc
be*ualitas dengan Sumber Daya
yang memadai

7,50 6,60

4.c

lmplemen tasi SAKIP telah
me ni ng kat ka re na eval u asi
Akuntabilitas K neria I ntemat
sehingga membeikan kesan yang
nyata (dampak) dalam efektifrtas
dan efisiensi Kneia

12,50 9,50 76,00

lnternal

88,00
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3) lmp&;mc,rfEsi SAKtp dah meningkat karena evatuasi
Akunhbilihs Kineda tntemat sehingga memberikan kfx,an
yarry nyata (dampak) dalam efakititas dan efisiensi Kinede

a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil
evaluasi akuntablitas kinerja internal ditindaklanjuti;

b) Hasll Evaluasi Akuntabilitas Kineria lntemal betum
sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja karena masih ada
rekomendasi sebelumnya yang belum di tindak lanjuti yaitu
membandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di
level nasional/intemasional

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun
sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,60/6 yaitu dari &4,35
menjadi 83,75 pada tahun 2022.

Hal ini disebabkan karena belum mencantumkan perbandingan

realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di levet
nasionalrnternasional (Benchma* Kinerja) yang merupakan salah
satu penilaian dan juga tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya
selain itu juga di dapatkan beberapa dokumen baru dipublikasikan
di website Dinas Sosial Kabupaten Bantul tanggal 13 maret 2023
atau terlambat dari yang seharusnya paling lambat tanggal 28
Februari 2023

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Bantul agar Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja
yang telah diperjaniikan dan membandingkan realisasi kinerja
dengan realiasi kinerja di level nasional/intemasional.

C. PENUTUPAN

1. Simputan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kineria lnstansi pemerintah

fahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten
Bantul memperoleh nilai 83,75. Nilai tersebut masuk dalam kategori
A dengan interpretasi Memuaskan.
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2. Penguatan AKlp

lmplementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya
mendorong pencapaian oufpuf organisasi secara lebih efektif dan
efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap
pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara
berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu
mewujudkan tercapainya Sasaran pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari
seluruh unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul secara konsisten
dan be*esinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kineda lnstansi
Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul fahun 2022, agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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